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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah, SWT,
yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya,
sehingga Penulis mampu menyelesaikan buku ini, yang
berjudul “HUKUM PERBANKAN SYARIAH”. Materi
buku ini diangkat dari disertasi Penulis sebagai tugas
akhir dalam menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum
di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. dan-telah
dipertahankan dalam ujian terbuka (promosi doktor) pada
tanggal 28 Mei 2015.

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
sumbangan pemikiran secara teoritis dan praktis,
khususnya mengenai hukum perbankan syariah. Hukum
perbankan syariah merupakan salah satu bidang hukum
yang mulai dikembangkan guna memenuhi kebutuhan
umat Islam dalam rangka pemenuhan dana untuk kegiatan
ekonomi yang sesuai tuntutan syariah. Dibandingkan
dengan bank konvensional yang mengenakan bunga—
yang dalam pandangan Islam dikualifikasikan sebagai
riba—maka keberadaan perbankan syariah diharapkan
dapat memberikan ketenangan, khususnya bagi umat Is-
lam, dalam upaya memperoleh dana pembiayaan untuk
kegiatan usaha ekonomi (muamalah) yang sesuai tuntutan
agama.
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Dalam buko ini Penalls menguraikan tentang
Sarakteristih dan fumgsi hukom lslam dalam ki istadan
perbankan syarinh. [hhalas puls prenaip kehati-hatian
dalam pengetolasn risiko pada kegialan perbaphan
nynriah, Konntruksi akad muodharshal Fahg banyak
digunakan sebapai prodick perbankan syariah juga.
dibtahas dalam bk ind, sertn prinsip keseimbangan dafem
hubungan antar peliky skonami lalam, yang meliputi
bemtuk hubungan hruburtnya, fsnggung fawab hiskom
prarn pilak, dan prinsip keseimbangan bagi para pihak
dalam pembuatan dan pelaksannan perjanjian yung
diserapikan paca perbankan syariah.

Pentalis menyadary bahwa baku ini pesih psuh dari
aempun, akan tefapl, bosar harapan Peilis AT
bk ind dapat bormuaninat dan musnberikar, surbangin
pemikiran bagl hukuen perbankan svarah di Indomesia,
Lehih dart i0a bk ind Arharapkan dagat memsbseridan
mspdrasi dan wacans bagi para pengarmnbil keliskan dar
para nasibah perbanbkan syarish wniuk teros Berupaya
metigembanghien sistern dan prinsip hukum perbankan
svariah agar dapat memberikan rmanfast bagi wmat scar
keselurahan

Selesavinya prnubisen byl trri ticdal, lepas dan haruan
berbagai pihak berupa kritik, saran dan massikan vang
sangat komstruksif, Keitik) sarnn, din massiban terpebut
fentia dapat memice Penulis untuk terus berkarya
rferbetham buku referens hukm kelsmya: Socars khusis
Pernelis mingucapkan terima kasih kepada Penerbi
Aswaja Pressindo (Members af LaksBang Group) yany

langan pembaca. A khimya dengan segada kerendaban hati

Parnalis haturkan buku i kebadapan Pembiaca dengan
Barapan dapat bermaniaa bagd dinia akademik dan
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praktik, khussiva dalam rangka mmiak mengiembanglan
Huknm Perbankan Syaniah,

Pabarghka Raya, Agustus 15
Salam Petulss,

Dr. Any Nugroho, 5. H. M.



PENGANTAR EDITOR

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam
sudah barang tentu membutuhkan sarana dan lembaga
yang Islami dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Kegiatan umat Islam tidak hanya ibadah yang berhubungan
dengan Allah, SWT, akan tetapi juga perlu mengadakan
hubungan dengan sesama manusia. Dalam hubungan
dengan sesama manusia, khususnya dalam kegiatan
ekonomi (muamalah) juga harus dilaksanakan berdasarkan
ketentuan dalam syariah. Salah satu kebutuhan utama
umat Islam dalam mengadakan hubungan dengan
sesamanya di bidang ekonomi adalah kehadiran
perbankan syariah.

Pengembangan Bank Syariah atau Bank Islam secara
formal institusional terjadi pada era 1960-an, yaitu dalam
rangka perwujudan sistem perbankan yang bebas bunga.
Seperti kita pahami bersama bahwa bunga atau interest
yang dikembangkan dalam perbankan konvensional
adalah termasuk katagori “riba” dalam hukum syariah.
Hukum riba itu sendiri adalah “haram” seperti yang telah
difirmankan oleh Allah, SWT, bahwa dihalalkan jual beli
dan diharamkan riba.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia
dimulai pada era 1990-an, yakni ketika didirikan Bank

vii
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Muamalat Indonesia pada tahun 1992, Ketentuan normatif
mengenai praktik perbankan syariah sebenarnya telah
diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, yang di dalamnya
membolehkan bank untuk menjalankan usaha berdasar-
kan prinsip syariah, serta diberikan kesempatan untuk
mendirikan bank yang melakukan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah di Indonesia kemudian ber-
kembang dengan didirikannya beberapa bank umum
syariah dan beberapa unit usaha syariah. Lahirnya
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah merupakan landasan hukum yang kuat yang
secara khusus mengatur perbankan syariah serta mem.-
berikan keyakinan kepada masyarakat dalam meng-
gunakan produk dan jasa bank syariah. Dengan demikian
kegiatan operasional perbankan di Indonesia didasarkan
pada dua sistem, yaitu sistem bunga dan sistem syariah.

Bank umum konvensional dapat menganut dual bank-
ing system, yakni dapat menjalankan dengan sistem bunga
dan sistem non bunga melalui pembentukan bank syariah.
Oleh karena itulah saat ini usaha bank umum selain
dijalankan secara konvensional dengan menerapkan
bunga (interest), di samping itu juga dapat menerapkan
sistem non bunga melalui pendirian bank syariah. Dalam
rangka pemenuhan prinsip syariah, Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) juga membentuk Dewan Syariah Nasional
(DSN) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang
produk serta jasa syariah serta menetapkan Dewan
Pengawas Syariah.

Buku yang ditulis oleh Dr. Any Nugroho, S.H., M.H,,
ini membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan
perbankan syariah. Seperti kita ketahui referensj yang
membahas perbankan syariah dari sisi hukum masih

viii

Pengantar Editor

sedikit, sehingga buku ini dapat dijidik:; It)e;r;ﬁ:&a;
: ¢ ruj kan bagi upaya untuk m rdalar

SL;:I Efarhigzientang I:;Eerbankan syariah. Berbagai pru:iip

giin%rodusir dalam buku ini, salah satun;lf)a yang p;;lla H%

insi i keseimbangan

h prinsip keadilan dan _

;iihi\gai antarpa bank syariah dengaln nasabah. Kesemukraﬁ

aitu dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, ya :
IrII?L)ems.-mpatkan kepentingan umum atau kepentinga

seluruh umat Islam.

Palangkaraya, Awal September
2015

Salam Editor,

Lo w | Dr.- Ahmad Dakhoif, SHI, MHL
Dosen IAIN Palangka Raya -
Kalimantan Tengah
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan tentang Bank Islam yang terjadi sekitar
tahun 1960-1970 adalah dalam rangka sistem perbankan
yang bebas bunga, hal ini dilatar belakangi oleh adanya
upaya gerakkan Neo-Revivalis dalam memahami hukum
tentang bunga sebagai riba.! Adapun interpretasi bunga
sebagai riba dipahami oleh para pemikir perbankan Islam
sebagai bunga (interest) dan modal yang hasilnya telah
ditentukan terlebih dahulu (pre-determined return), dalam
hal ini berupa pembiayaan modal yang diberikan.”

Sebagaimana konsep dan fungsi bank secara umum
yakni financial intermediary, fungsi perbankan dalam sejarah
Islam sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) dijalankan
oleh seorang individu yang disebut jihbiz.> Kemudian

i Abdullah Saeed, 1996, Islamic Banking and Interest A Study of The
Prohibition of Riba and its Contemporery, E] Brill Leiden-New York-
Koln, Him.14.

* Ibid, Him.14,

3 Adiwarman A Karim, 2006, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan,
Eiisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Him.20-21. Bahwa
jilbiz (perorangan) yang melakukan penukaran uang, menerima
titipan dana, meminjamkan vang dan jasa pengiriman uang.



Dr. Any Nugraha, SH, MH

dalam perkembangannya jihbiz (perorangan) dilakukan
oleh institusi (bank).

Bank syariah pertama kali didirikan di Mesir yakni
Mit Ghamr Local Saving Bank, dan pada perkembangannya
Mit Ghamr memberikan inspirasi untuk pendirian bank
Islam di negara-negara di dunia, seperti di Pakistan, Iran,
Sudan, Qatar, Turki, Malaysia, Indonesia, Inggris, Den-
mark.*

Terbentuknya Islamic Development Bank (IDB) yang
didirikan oleh OKI sebagai Organisasi Konfrensi Islam
pada tahun 1975 memberikan perkembangan yang
berkaitan dengan perbankan dan keuangan Islam. IDB juga
membantu dalam mendirikan bank-bank Islam di berbagai
negara serta membangun institusi untuk riset/ penulisan
dan pelatihan di bidang perbankan dan keuangan.®

Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun
1992, saat diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun
1998 atas perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992
Tentang Perbankan dan didirikannya Bank Muamallat
Indonesia pada tahun 1992. Dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dikatakan bahwa,
bank dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip syariah serta diberikan kesempatan untuk
mendirikan bank yang melakukan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian kegiatan operasional perbankan di
dasarkan pada sistem bunga dan sistem syariah, bank
umum konvensional dapat menganut dual banking system.

* Ibid, Him.23,
¥ Ibid, Hlm.23.

2

Pendahuluon

Landasan hukum sistem perbankan syariah diperkuat
dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun
1999 Tentang Bl yang kemudian dirubah dengan Undang-
Undang No.3 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan
moneter kepada Bank Indonesia dalam menjalankan
tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka
pemenuhan prinsip syariah, Majelis Ulama Indonesia
(MUI) juga membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN)
sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang produk
serta jasa syariah serta menetapkan Dewan Pengawas
Syariah. Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
tersebut selanjutnya dijelaskan dalam peraturan Bank In-
donesia.

Perbankan syariah kemudian berkembang dengan
didirikannya 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha
syariah serta sekitar 88 BPRS pada tahun 2005. Lahirnya

__Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah merupakan landasan hukum yang kuat yang
secara khusus mengatur perbankan syariah serta
memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam
menggunakan produk dan jasa bank syariah.®

Hal ini kemudian menjadikan perkembangan
perbankan syariah semakin pesat di Indonesia. Sampai
dengan tahun 2014 bank syariah bertambah menjadi 11
bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri,
Bank Muamallat, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah
Mega Indonesia, Bank Jabar dan Banten, Bank Panin
Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah,
BCA Syariah, Bank Mayabank Indonesia Syariah, 24 unit

¢ www Blgo.id.
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usaha syariah dan 31 layanan syariah (Office Channeli
in
oleh Bank Umum Konvensional.” & i

Kegiatan usaha lembaga perbankan dilakukan dalam
bentuk menerima simpanan berupa bentuk tabungan dan
deposito serta melakukan kegiatan usaha dengan menya-
]urka.n dana berupa pembiayaan dan memberikan jasanya
yakni berupa pengiriman uang, save deposit dan jasa-jasa
perbankan lainnya. Kegiatan penghimpunan dana dan
penyaluran serta pelayanan jasa di bank syariah dilakukan
berdasarkan perjanjian tertulis (akad).®

Uni‘l:lk kegiatan penghimpunan dana dilakukan dalam
benmk‘mmpanan berdasarkan prinsip wadiah dan investasi
(de;_msuo] berdasarkan prinsip mudharabah. Sedangkan
?:eg.latan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk prinsip
jual beli yakni murabahah, istishna, salam, prinsip bagi hasil
1: mudharabalh) dan musyarakah, prinsip sewa menyewa yakni
tjarah, ijarah muntahiyah bittamlik serta prinsip pinjam
meminjam berdasarkan akad gardh.® ‘

Penggunaan prinsip mudharabah dan musyarakah
merupakan prinsip yang utama bagi bank syariah.™
hfliu.cﬂmrabah juga merupakan produk yang terpenting dan
diandalkan di perbankan syariah. Prinsip mudharabal
ac_ia]ah prinsip dan mekanisme dengan sistem bagi hasil
di bank syariah dengan perhitungan/ metode profit and
loss sharing.

T Ibid

Pasal 1 angka 8 PBI No.10/16/PBI/2008 Tentang Pelaksanaan
Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Sebagai
Perubahan atas PBI No.9/19/PBI,/2007.

' TIbid

Pendahuluon

Pada perbankan konvensional, bank merupakan
kreditur yang memberikan pinjaman dan mensyaratkan
pembayaran bunga secara tetap yang ditentukan di awal
transaksi, dan nasabah yang menerima pinjaman dari bank
belum tentu mendapatkan keuntungan dari suatu usaha
debitur yang belum pasti dalam memperoleh hasilnya
sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan
bagi salah satu pihak."

Bank Islam melarang mekanisme bunga dan
menggunakan mekanisme/ menyalurkan investasi dengan
mudharabah dan musyarakah karena dalam produknya
menawarkan dan memberikan keadilan. Dalam sistem
mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) di perbankan
syariah, bank merupakan mitra usaha yang akan berbagi
dalam keuntungan dan kerugian yang tercipta dari adanya
hubungan kerjasama yang saling membutuhkan.™

Mudharib adalah seorang yang memiliki keahlian/
ketrampilan, dalam melakukan usahanya mudharib juga
memerlukan modal. Modal diberikan oleh bank dalam
bentuk uang untuk membiayai usaha tersebut. Melalui
kerjasama yang dilakukan, pihak yang satu memberikan
modal (bank) sedangkan pihak lainnya (nasabah/

mudharib) menjalankan usaha yang kemudian melakukan
pembagian keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan.”

It Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, 2003, Perbankan Syariah :
Prinsip, Prakiik, dan Prospek (Islamic Banking), diterjemahkan oleh
Burhan Wirasubrata, Serambi [lmu Semesta, Jakarta, Hlm.13.

" Ibid

2 Thid

1 Gebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 dan pasal 252 Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, 2009, Edisi Revisi, Cetakan 1, Prenada
Media Group, Jakarta, Hlm.15
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IR kesepakat

'Rluﬂlum;un usaha di dapatkan dari akad mudharabah

an yang dituangkan dalam kontrak dan

Hunn}m dalam bentuk nisbah (persentase). Mudharabah

adalah kerjasama
modal dengan pen

antara pemilik dana atau penanam
gelola modal untuk melakukan usaha

tertentu dengan bagi hasil, ada '

e . adapun dalam hal terjadi
kl_ruglgn usaha merupakan tanggungan shahit?uf :Taj;?
sebagai pemilik modal,

Adapun mudharib sebagaimana dij pasal
jelaskan dalam
234 dan pasal 249 KHES, adalah pihak yang melakukan

usaha bertanggung jawab terhadap risi i
j p risiko kerugian kare
kesalahannya atau tidak sesuai dengan ketentu;’; di da[:;:ﬂjlI

akadnya.

Penyebutan istilah kata mudharabah
adalah berasal dari
kata daraba fil ard yang artinya berjalan dimuka burmj sep;:

terlihat pada surat

al-Bagarah: 273, surat ali-Imran: 156,

an Nisa: 101, surat al-Maidah: 106 dan surat al Muzammil:

20. Kata darb yang

diartikan safar (berpergian), karena

perdagangan pada saat itu dilakukan d
engan be i
atau melakukan perjalanan jauh seperti ﬁrﬁgran a]faplff;:;
tercantum d.f.llilﬂ'l surat an-Nisa: 101 wa iza safartum Sfil ardi
(kamu sekalian telah berpergian). T
Istilah kata girad dan mudharabah

: terbentuk dari kata

qard yang berarti gat potongan, bahwa pemilik ha:ta

memotong sebagian

hartanya yang kemudian digunakan

untuk memperoleh keuntungan dan pengelolanya

memotong bagian pe
hak milik dari pemil

rolehan keuntun jadi
St gannya yang menjadi

¥ Ibid

e Al?raham L Udovitch,
Alih Bahasa Syafrudin
nesia, Hlm,xii

Zﬂﬂ_ﬂ, Profit and Partnership in Medieval Islam,
Arif Marah Manuggal, Qubah, Kediri Indo-

Mudharabah merupakan bentuk muamallah yang
banyak dilakukan di wilayah Islam diantaranya, didaerah
Hijaz (Mekkah-Madinah) yang dipraktikkan oleh ma-
syarakat arab jahiliyah dalam perdagangan.'® Praktik
mudharabah juga dilakukan pada zaman Nabi Muhammad
SAW yakni mengelola harta Khadijah dengan melakukan
perjalanan berdagang (mudharabah) di Mekkah, dalam hal
ini digunakan kontrak mudharabah dimana khadijah yang
menyediakan modal."”

Hal ini kemudian menjadikan mudharabah terkenal di
wilayah arab sampai di wilayah Islam lainnya di Timur
Tengah, Irak, Malaysia dan Indonesia. Mudharabah telah
digunakan sejak pemerintahan Babylonia yang diulas
dalam Corpus Iuris Civilis of Justinian kemudian digunakan
juga oleh pedagang Mekkah pada periode menjelang

kenabian Muhammad."

Pada abad ke-2 dan ke-10 banyak yang menjadi saksi
atas berlakunya mudharabah yang dijalankan oleh pedagang
Yahudi yang mana mereka berada di bawah kekuasaan
para tuan tanah yang beragama Islam." Dan sekitar abad
ke-11 perjanjian mudharabah ini digunakan secara luas
dalam bentuk perdagangan® Merupakan bentuk usaha
perdagangan yang dilakukan oleh dua pihak, dalam
perjanjian mudharabah diperlukan adanya kepercayaan dari
pemilik modal kepada pihak lain/ mudharib.

% Abdullah Alwi Haji Hassan, 1994, Sales and Conlracts in Eﬂ'rly Is-
lamic Commercial Law, Islamic Reasearch Institute International [s-
lamic University Islamabad, Hlm. 86-87.

¥ Abdullah Alwi Haji Hassan, Opeit, Him.88.

Ibid, Him.7.

¥ Ibid, Him.7

* Abraham L Udovitch, Opeit, Him.236.
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Di riwayatkan oleh Tbnu Abbas bahwa Abbas telah
mempraktikan mudharabah ketika ia memberi uang kepada
lemanya dan mempersyaratkan agar mitranya mengguna-
kannya denganjalan mengaru ngilautan, menuruni lembah
atau membelikan sesuatu yang hidup (ternak), apabila
menyalahi persyaratan tersebut maka pengelola dana
bertanggung jawab atas dana tersebut (HR.Tabrani).”

Risiko di dalam perbankan merupakan suatu kejadian
yang tidak dapat diperkirakan. Risiko dapat terjadi dalam
pemberian pembiayaan, oleh karenanya perlu untuk
dilakukan pencegahan dan mengantisipasinya. Untuk
kela}'rakan dalam penyaluran dana atau pembiayaan, bank
syariah memberikan penilaian terhadap unsur-unsur
berf:pa modal, kemampuan nasabah, watak atau character
dari cgl-:)n nasabah, jaminan serta prospek usaha nasabah
penerima pembiayaan yang disebut dengan the five C's of
credit (character, capital, capacity, collateral dan condition af
economy). Dengan demikian jaminan menjadi salah satu
unsur dalam syarat pemberian pembiayaan.

Pac_la kegiatan usaha penyaluran dana, resiko yang
mungkin dapat ditimbulkan adalah terjadinya pembiayaan
bermasalah/ macet yang dapat berdampak pada kelang-
sungan usaha bank serta nasabah penyimpan dana,
Zehmgga perlu untuk mengendalikan resiko tersebut
u:jﬁ rangka menghindari terjadinya resiko kegagalan

D{kata_kan menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa
pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang
mempunyai resiko, hal ini karena pada pembiayaan
mudharabah bank syariah hanya memperhatikan first way

# Wahbah al-Zuhaily, 1989, al-Figh al-Islami wa Ads
Dar al-Fikr, Him 837, it a-acamt wa Adillatuhu, Juz ke-[V,
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out.? Sedangkan menurut Muhammad Syafe'i Antonio,

risiko yang dapat terjadi dalam akad pembiayaan

miudharabah adalah =

a. Side streaming, yakni nasabah menggunakan dana
tersebut bukan seperti yang disebutkan di dalam
kontrak.

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

¢. Moral hazard (tindakan yang tidak dapat diamati) dan
adverse selection (etika pengusaha yang secara melekat
tidak dapat diketahui oleh pemilik modal).*

Sehubungan dengan adanya risiko tersebut, bank
menerapkan prinsip manajemen risiko. Hal ini diterapkan
pada perbankan Indonesia dengan memperhatikan reko-
mendasi dari yang dikeluarkan oleh Bank for International
Settlements melalui Basel Committe on Banking Supervision

2 Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Perbankan Islam Dan Kedudukannya
Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta, HIm.172. Sebagaimana dijelaskan dalam PBI No.13/9/
2011 Tentang perubahan atas PBI No.10/PBI/2008 Tentang
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah, bahwa First way out di kenal dengan 3R. Berdasarkan SEBI
No.13/18/DPb5 tanggal 30 Mei 2011 yang dimaksud dengan
Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak
termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau
musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo
serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan
kemampuan membayar. Reconditioning dan Restructuring
{restrukturisasi).

® Muhammad Antonio Syafe't, 2002, Bank Syariah Dari Teori Ke
Prakiek, Cetakan Ke IV, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia,
Jakarta, Hlm.94.

# Mubammad, Opeit, Him. 169,
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mengenai pengaturan standar bagi perbankan untuk dapat
beroperasional secara berhati-hati, antara lain dengan
dikeluarkannya Basel 1 pada tahun 1988 accord yakni
penerapan kerangka pengukuran bagj resiko kredit dengan
mensyaratkan standar modal minimum adalah 8% =

Syarat tersebut disempurnakan lagi dengan dikeluar-
kannya Basel II yang memberikan kerangka perhitungan
modal yang bersifat lebih sensitif terhadap resiko (risk sen-
s:ﬁm_*} serta memberikan insentif terhadap peningkatan
kualitas penerapan manajemen risiko di bank, vang dicapai
dm.gan cara penyesuaian persyaratan modal dengan resiko
dari kerugian kredit dengan memperkenalkan perubahan
perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh
resiko dari kerugian akibat kegagalan operasional ®

Lembaga perbankan adalah lembaga yang berfungsi
sebagai financial intermediary,” mempunyai prinsip
kepercayaan (fiduciary principle), kerahasiaan (confidential
principle), kehati-hatian (prudential prin ciple) dan m;mg{ma]
nasabah (know your customer principle).® Ketentuan dalam
undang-undang perbankan syariah menyebutkan bahwa,
dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah

B Implementasi Basel I di Indonesia, Direktorat Penulisan dan

]I;Tngaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, September 2006,
m.1-2.

* Tbid

¥ Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung, HIm.210. Sebagaimana dikatakan adalah
intermediasi keuangan kepada nasabah, dengan mengumpulkan/
menyimpan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit/
pembiayaan,

# Thid, Hlm.243
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berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan
prinsip kehati-hatian.

Prinsip syariah adalah sesuai dengan aturan dalam
hukum Islam yang melarang adanya riba, maisir, gharar,
laram dan zalim dalam kegiatan usaha perbankan syariah.
Adanya nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan ke-
manfaatan merupakan asas demokrasi ekonomi. Sedang-
kan prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk
selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Termasuk dalam hal ini adalah akad pembiayaan
mudharabah sebagai produk penyaluran dana.

Pada akad pembiayaan mudharabah, bank syariah
sebagai shahibul maal (pemilik modal) sedangkan nasabal}
sebagai mudharib (pengelola). Dalam prakteknya di
perbankan syariah, mudharabah merupakan produk
pembiayaan yang diimplementasikan dalam bentuk akad/
kontrak. Menurut teori percampuran (real asset dan finan-
cial asset), terdapat kontrak yang dikategorikan sebagai
uncertainty contract (tidak pasti atau tidak memberikan
kepastian pendapatan/ return), yang menyebutkan bahwa
keuntungan dan kerugian sebaiknya ditanggung
bersama.*

Para ulama mazhab mendefinisikan konsep mudha-
rabah antara lain adalah, menurut ulama Imam Abu
Hanifah definisi mudharabah adalah suatu akad kerjasama
(perkongsian) dengan harta/ modal dari salah satu diatara
kedua belah pihak yang sedang bertransaksi, dan di pihak

® Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
W Adiwarman A, Karim, 2006, Opeit, Hlm.61 -75.

11
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liin dengan skill (keahlian/ ketrampilan/pekerjaan).”
Menurut Imam Maliki mudharabah adalah memberikan
modal kepada seseorang yang mempunyai keahlian dari
usaha yang jelas secara tunai untuk menghasilkan keun-

lungan sedikit atau banyak dengan prinsi
(ridho). 2 y Ban p p sukarela

Imam al-Syafe’i mendefinisikan mudharabah sebagai
suatu akad penyerahan modal usaha kepada pihak lain
untuk usaha (bisnis) dan untuk mendapatkan keuntungan
diantara kedua belah pihak, sedangkan menurut Imam
Hambali mudharabah adalah seseorang memberikan modal
usaha kepada pihak lain untuk tujuan bisnis dan untuk
mendapatkan keuntungan diantara kedua belah pihak
dengan ketentuan tertentu (syarat).®

Deﬁnisi lain dijelaskan oleh Ibnu Qudamah sebagai-
mana dikutip Wahbah al-Zuhaily bahwa mudharabah dibagi
dua wakni mudharabah mu tlagah dan mudharabak
mugayyadah. Mudharabah mutlagah adalah akad kerjasama
usaha pemberian modal antara dua pihak yakni pihak
pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai
pengelola (peminjam) modal dengan keuntungan dibagi
kedua belah pihak yakni 1/3 untuk peminjam modal dan
2/3 untuk pemilik modal *

Pada mudharabah mutlagah pemilik modal (shahibul
maal) menyerahkan harta (modal) kepada pengelola
(mudharib) dengan tidak ada ketentuannya, hak mudharib

* Muhammad bin Ibrahim al-Musa, 1997, Syirkah al-Asykhash Baina

al-Syari‘ah wa al-Qanun, Universitas Ibnu Mas” q ;
Saudi, Hlm.192. as‘ud Riyad]-Arab

2 Thid, Hlm.190,
- [bid, Hlm.192,
M Wahhbah al-zuhaily, Opcit, Him, 840-841,

12

adalah bebas mengelola modal tersebut untuk jenis usaha,
waktu dan tempat mudharabah. Adapun untuk kewajiban
mudharib adalah menjalankan usaha semaksimal mungkin
dan shahibul maal mempunyai hak terhadap pengembalian
harta (modal). Hal ini seperti dijelaskan oleh Imam Syafe’i
dan Imam Hambali, bahwa shahibul maal diperbolehkan
meminta pengembalian modal usaha tersebut.®

Ketentuan pada mudharabah mugayyadah, shahibul maal
mempunyai hak terhadap modalnya dan menentukan
ketentuan-ketentuan seperti jenis usaha, waktu dan tempat
mudharabah tersebut dilakukan sedangkan mudharib mem-
punyai kewajiban untuk menjalankan usaha semaksimal
mungkin dengan terikat pada ketentuan yang diberikan
oleh shahibul maal terhadap tempat, jenis usaha dan waktu.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
mudharabah terbagi atas dua yakni mudharabah mutlagah dan
mudharabah muqayyadah, :

Akad pembiayaan mudharabah merupakan bentu
perjanjian kerjasama antara dua pihak yakni shahibul maal
dan mudharib maka mudharabah adalah bentuk perjanjian
kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah
usaha, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab
pemilik modal (shahibul maal), atau dengan kata lain
mudharabah.

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penye-
rahan modal dari seorang pemilik modal (shahibul maal)
kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan dalam
sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut
mendatangkan keuntungan (laba) maka keuntungan

9 Ibid
¥ Thid, Hlm.840,
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termebut dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila
mengalami kerugian (bangkrut) ditanggung oleh pemilik
modal dengan syarat dan ketentuan tertentu

_ ffentuk kerjasama yang memuat penyerahan modal
ini didasarkan kepada bentuk kerjasama yang diikat
dengan akad, karena dengan akad/ perjanjian inilah kedua
belah pihak terikat dan mempunyai konsekuensi-
knnse-kuensi yang harus ditaati. Pada kontrak/akad
pembiayaan mudharabah, terdapat unsur atau rukun yakni
ljab dan Qabul, artinya adanya kesesuaian keinginan dan

maksud dari kedua belah pihak tersebut jali
ol p ersebut untuk menjalin

Terdapat unsur dan syarat sahnya dari mudharabah
menurut para ulama mazhab, yang mana unsur (rukun)
tersebut harus ada dalam akad pembiayaan mudharabal
yakni :

2. ljub dam gabul

b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan
pengusaha)

¢. Adanya modal/ barang,

d. Adanya keuntungan

(4

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nom,
7/ DSNtNTE_JIj IV/2000 Tentang Pgmbiayaan Mud?mmbu(.::
Pad? prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jJaminan namun agar mudharib tidak melakukan
penyimpangan, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

7 Ibid, HIm.836-837,

"‘ :Tmrun T;:nh.?an I'Chan Nyazee, 1997, Islamic Law of Business Organiza-
]—Ei-j;.j #;e. nternational, Institute of Islamic Thought, Islamabad,
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dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah
disepakati bersama dalam akad.

Pendapat para fugaha sebenarnya tidak setuju ter-
hadap keharusan adanya jaminan dalam mudharabah,
karena mudharabah adalah merupakan kerjasama saling
menanggung dimana satu pihak menanggung modal
sedangkan pihak lain menanggung kerja dan mereka saling
mempercayai sehingga jika terjadi kerugian maka kedua
belah pihak akan menanggung kerugian tersebut, oleh
karenanya jaminan harus ditiadakan.”

Namun demikian jaminan menjadi perlu ketika modal
rusak akibat kesalahan/kelalaian mudharib yang
menimbulkan terjadinya kerugian.** Menurut Imam Malik
dan Imam Syafe’i jika shahibul maal memaksa adanya
jaminan dan menetapkannya dalam kentrak karena ada
kekhawatiran ketidakjelasan (gharar) dalam kontrak
mudharabah yang telah disepakati, maka kontrak menjadi
tidak sah.*!

Hukum Islam menjelaskan bahwa mudharabah yang
sah adalah mengembalikan usaha termasuk jenis usaha
yang ada pada mudharib, serta kepemilikan modal kepada
shahibul maal. Hal ini seperti dikutip oleh Wahbah al-
Zuhaily menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali jika
jaminan disyaratkan kepada mudharib dan mengakibatkan
lerjadinya kerugian, maka batal syarat jaminan terhadap

" Adiwarman A_Karim, 2006, Bank Islam : Analisis Figif dan Keuangan,
Edisi 3, Cetakan 3, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 208,
¥ Muhammad, 2005, Kenstruksi Mudharabah Dalan: Bisnis Syariah, Edisi

Pertama, BPFE, Yogyakarta, Hlm.65.
' Ihid, Hlm.65.
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akadl mudharabah tersebut. Akan tetapi akad mudharabal
Mienjadi sah apabila jaminan mengakibatkan kedua belah
pihak mendapatkan keuntungan (bagi hasil).2
Adapun menurut Imam Maliki i
sakan akad mudharabah terjadi ketikg?;:inn?nn g?:;f‘;;ak:;i
pada transaksi akad yang tidak transparan (gharar),
Bahwa dalam akad pembiayaan mudharabah hubunga.n
kontrak terjadi antara penyedia dana (shahibul maal) dan
peng_rustaha atau pengelola (mudharib). Mudharib adalah
menjadi waki_l atas modal tersebut, mudharib merupakan
;:::ﬁ yang dipercaya dan mudharib sebagai mitra dalam
Pada konsepnya tidak ada jaminan di
pem_hiayaan mudharabah, hal ini] dipahami Ifai;:?v[: Eicii
syariah tidak diperkenankan meminta jaminan apapun
dari mudharib yang bertujuan untuk menjamin modal dari
bank kepada mudharib, Pemilik modal memberikan
amanah dan kepercayaan kepada pengelola (mudharib) atas
modal tersebut untuk dikelola dengan baik dengan keten-
tuan d.l bagi kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan
E:spabl;a usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka
k:::.:gfan _menjadi tanggtmgan pemilik modal sepanjang
glan itu bukan akibat kelalaian mudharip 45

“ Wahbah al-Zuhaily, Oprit, HIm.854,

@ Tbid, Hlm, 854.

: Muhammad, Opeit, Hlm.65-67
Wahbah al-Zuhaily Opeit, Him.836, Sebagai ij

f v -836, gaimana dijelaskan d
Il:a§al 6 I':uruf' (h) PBI No.7/46/PBI/2005 Tenh?u‘té:E Pe]a;sa;f&a;r:
Prmmp Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan
enyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Yang

Kemudian dirubah d P
16/PBI /2008, een PBINO.9/19/PBI/2007 dan PBI No.10/
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Bentuk kerjasama menurut Ibnu Khaldun diistilahkan
dengan asabiyyah atau solidaritas sosial yang di dasari atas
keyakinan adanya kejujuran dan keterbukaan dan saling
percaya dalam perjanjian.* Hal ini sebagaimana dijelaskan
menurut Udovietch, bahwa sistem saling kerjasama karena
adanya praktek pembiayaan bisnis besar seperti partner-
ship (mudharabah dan musyarakah), yang mana kepentingan
penggunaan dana dilakukan dengan adanya keyakinan
saling percaya dan terdapatnya nilai-nilai moral serta
hubungan kerjasama.”

Merupakan produk pembiayaan, mudharabah adalah
kontrak yang dapat memberikan bantuan bagi salah satu
pihak yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk
menjalankan (mengelola) usaha, namun terhadap
pengelolaan usaha tersebut terkendala dengan ketiadaan
modal.

Perbankan syariah-akan menyediakan modal usaha
dan nasabah (mudharib) sebagai partner/mitra menye-
diakan keahlian dan kemampuannya untuk mengelola
usaha. Sehingga ada baiknya akad pembiayaan mudharabah
dapat diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah.

Hal ini dikarenakan pengusaha kecil dan menengah
dalam menjalankan usaha biasanya mempunyai hambatan
antara lain terbatasnya atau kurangnya modal yang
dimiliki. Melalui akad pembiayaan mudharabah hambatan
berupa terbatasnya modal menjadi dapat diatasi.

Akad pembiayaan mudharabah dalam praktiknya di
perbankan syariah digunakan untuk modal kerja

% M.Umer Chapra and Ahmed, 2002, Corporate Governarnce in Islmnic
Financial Institution, Jeddah, Islamic Research and Training Insti-

tute, Hlm,4.
7 1bid.

17



Jasa sedangkan untuk investasi
harabal mugayyadah) shah%bui maal menetaptl?;i;::;j
AL dan ketentuannya.® Kepercayaan dalam transaksi
pemblaysan mudharabah meru pakan unsur yang terpentin
yaltu kv}wr-;ayaan dari shahibul maal kepada m?d.'mribg
Bahwa shahibul maal percaya, mudharib akan mengem-
balikan dana/ modal yang diserahkannya, i

Mudharabah adalah kegiatan usaha dan pr
bmyam) yang dilakukan antara bank syariah]::d ::f tr.::sg‘l;a::t;
seba'lgm akad persekutuan/kerjasama usaha dengan bagi
ha.-;ﬂ: Terhadap risiko kerugian adalah tanggungan l::au‘ﬁ;r,:1
syariah. Merupakan produk yang beresiko tinggi
mudharabah adalah produk yang unik dan rumit kargeﬁz;
bank akan menanggung risiko kerugian.

Berkembangnya contract standard dala
perjanjian menjadikan dikenalnya istilah standar ;;ai:i
bank yang dibuat dengan standar dalam pembuatan serta
isinya oleh salah satu pihak. Ada baiknya hubungar: kon.:
trak tual mEﬂ:lel'ﬂ(ﬂﬂ batasan yang jelas dalam pembuatan
serta isinya juga dalam hak dan kewajibannya sehingga
tidak merugikan salah satu pihak. Sebagai produk }far?
menawarkan dan memberikan keadilan bagi kedua belag
pihak, m.aka dalam hal ini perlu diteliti mengenai
konstruksi hukum mudharabals serta prinsip keseimbangan
dalam hubungan kontraktualnya, i

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan i
g tersebut diatas,
permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

* Muhammad Svafi'i Antonio 200 yarial
) , 2001, Bank 5 [ [ '
Gema Insani, Jakarta, Him. 97, SRR
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pertama, bagaimana konstruksi hukum akad pembiayaan
mudharabah di perbankan syariah, kedua, bagaimana
implementasi prinsip keseimbangan dalam hubungan
hukum antara bank dan nasabah pada akad pembiayaan

mudharabal.

3. Keaslian Penulisan
Penulisan mengenai prinsip keseimbangan dalam

konstruksi hukum mudharabah pada perbankan syariah di

Indonesia, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang

meneliti mengenai judul dan permasalahan tersebut.

Terdapat dalam penulisan yang pernah dilakukan

membahas tentang akad mudharabah yakni :

1. Disertasi yang ditulis oleh Muhammad dari Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yakni
penulisan mengenai “Atribut proyek dan mudharib
dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah di
Indonesia”. Terdapat perbedaan antara penulisan yang
dilakukan peneliti dengan disertasi Muhammad.
Penulisan Muhammad menekankan dan menganalisa
tentang pencegahan terjadinya Adverse Selection dalam
pembiayaan mudharabah yakni melakukan Screening
Atribut proyek dan mudharib dalam rangka mem-
perkecil masalah keagenan.

Sebagai kontrak yang dapat memunculkan Adverse Se-
lection dan Moral Hazard, maka bank syariah harus
mempunyai Screening terhadap nasabah yang dibiayai,
Screening atas proyek dan membuat kontrak yang
lengkap yang menyangkut jangka waktu, nisbah bagi
hasil dan jaminan. Untuk mencegah moral hazard
dilakukan dengan monitoring biaya dan proyek. Dalam

19



M A Mogiotio S,

Pendahuloan

penmlisannya melakukan Screening terhadap faktor
itribit proyek.

4 Disertasi yang ditulis oleh Hirsanuddin dari Fakultas
Jldlukum Universitas Indonesia dengan judul
?:en'!itraan Dalam Bisnis: Prespektif Hukum Islam
(.‘.Tl-uc.h Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan
EISH]S Dengan Prinsip Mudharabah di Perbankan

Syariah).” Sebagai permasalahannya adalah :

a. apa yang melatarbelakangi lahirnya bank syariah
dan bagaimanakah bentuk hubungan hukum antara
bank syariah dengan nasabah penyimpan dana
maupun nasabah pengguna dana?

b. Bagair‘nanakah menurut prespektif hukum Islam
pembiayaan bisnis dengan pola kemitraan di
perbankan syariah ?

c. B.aga.qmanaka_h pelaksanaan perjanjian pembiayaan
bisnis dengan prinsip kemitraan (mudharabah dan
musyarakah) di perbankan syariah ?

d. Bagaimanakah pembiayaan bisnis dengan prinsip
mudharabah, dan faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi dominasi pembiayaan non bagi hasil
di perbankan syariah?

_ Dijelaskan dalam penulisannya bahwa pembiayaan
hlsn.}s dengan prinsip mudharabah di perbankan syariah
masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena kesulitan
untuk mencari pengusaha atau calon mitra usaha yang
amanah, jujur dan bidang usaha yang beresiko rendah tapi
menguntungkan. Adapun untuk menyeleksi mitra usaha
yang menggunakan pembiayaan mudharabah biasanya di
dahului dengan pembiayaan murabahah, dan untuk
mengantisipasi terjadinya moral hazard dari pihak mudharib
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bank menerapkan sistem jaminan serta konsultan
pengawas yang selalu memonitor mudharib.

Namun karena hal tersebut memberatkan mudharib,
maka dalam rangka menjamin keamanan dana serta keun-
tungan yang dapat diperoleh dengan pasti bank cenderung
lebih bermitra dengan suatu instansi. Hal tersebut dikare-
nakan juga bahwa pembiayaan mudharabait mempunyai
resiko tinggi yakni terdapatnya dana 100% yang berasal
dari bank, serta membuat bank juga berhati-hati dalam
mencari mitra kerja. Menyebutkan bahwa hubungan bank
dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan Fiduciary
relation, dan kewajiban fiducia dapat timbul karena adanya
hubungan antara dua pihak. Suatu bank memiliki
hubungan dengan nasabahnya sehingga apabila bank
merugikan nasabahnya dengan melakukan Unsafe and
Linsound Practice, bank dapat digugat karena melanggar

fiduciary duty.

Adapun pada penulisan buku ini adalah mengenai
konstruksi hukum mudharabah dalam implementasinya di
perbankan syariah serta keseimbangan para pihak dalam
akad mudharabah. Bahwa dalam konstruksi pembiayaan
mudharabah, bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal
ini dikarenakan risiko kerugian dalam mudharabah akan
ditanggung bank syariah. Adapun mudharib bertanggung
jawab terhadap kerugian yang disebabkan kesalahan/
kelalaiannya. Jaminan digunakan dan di syaratkan pada
akad mudharabah untuk menjamin karakter nasabah/

mudharib.
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Mllltim Penulisannya [ e == malaysia). Bahan  perbandingan
/isa 2 Judul dan Pembahasan ] diperoleh dari literatur dan dari hasil
Kemitraan Dalam Bisnis - Perspekuif penulisan yang dilakukan B]
Hukum Islam  (Studi Terhadap
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan d. Hasil Penulisan/ L Dalam praktik bank syariah di
Bisnis dengan Prinsip Miidharabal) Temuan Indonesia operasionalnya masih
menitikberatkan  pada  prinsip
4. Rumusan Masalah L Apa  yang melatarbelakangi murabahah ketimbang mudharabal
lahimya  bank  syariah  dan dan musyarakal karena sulit untuk
bagaimanakah bentuk hubungan mencari pengusaha/ calon mitra
hukum antara  bank syariah usaha yang amanah, jujur.
dengan nasabah Penyimpan dana Dalam prakitek, temuan dalam
maupun nasabah pengguna dana ? penulisan. Bank lebih suka
2. Bagaimanakah menurut prespektif bermitra dengan suatu instansi
hukum fslam pembiayaan bisnis {(koperasi) karena lebih dapat
dengan  pola  kemitraan g menjamin keamanan dana dan
perbankan syariah ? - keuntungan  dapat  diperoleh
3. Bagaimanakah pelaksanaan dengan pasti.
perjanjian  pembiayaan  bisnis Any Nugroho Prinsip  Keseimbangan  Dalam
dengan  prinsip  kemitraan Konstruksi Hukum al-  Mudierabah
(mudharabah  dan musyarakal) di Pada Perbankan Syariah di Indonesia
perbankar, svariah ? N : g ;
4. Bagaimanakah pembiayaan bisnis a. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah konstruksi hukum
dengan prinsip mudharabah dan akad pembiayaan mudharabal; di
faktor-faktor ~ apakah yang perbankan syariah 7
mempengaruhi dominasi 2. Bagaimanakah implementasi
pembiayaan non bagi hasil dj prinsip  keseimbangan  dalam
perbankan syariah ? hubungan hukum antara bank dan
nasabah dalam akad pembiayaan
B Kerangka Teoritis dan | 1. Konsep mudbiarabal miudharabah ? s
Tinjauan Pustaka 2. Akad/ perjanjian
; b. Kerangka Teoritis dan | 1. Tinjauan pustaka ten konse
. Metode Penulisan Penulisan dengan hukum normalif 'I'mjaﬁn Pustaka Eﬁmwﬁm akadﬁhiayaaﬁ
dan sosiologis. Pendekatan mudharabah  sebagai  produk
dilakukan adalah studi perbandingan perbankan syariah
(comparative study), yakni melakukan 2. Prinsip  kehati-haian  pada
perbandingan antara negara-negara kegiatan usaha perbankan syariah
yang menecrapkan sistem perbankan 3. Konsep kemaslahatan
syariah dengan maksud  untuk 4. Teori keadilan dan keseimbangan
dalam hubungan kontrak

mengetahui  kondisi perbankan
Syariah  serta prakiek perbankan

]_ Syarish di negara lain (sudan dan . Metode Penalisan L Jenis penulisan  ini  adalah
kualitatif dan mierupa kan
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penulisan hukum normatif |

2. Pengolahan dan analisis dalam
pembahasan  yang  digunakan
adalah  dengan  pendekatan
penmdang-undangan, pendekatan
konsep serta hubungan hukum
dalam kontrak/akad pembiayaan
mudharabah

d. Hasil Penulisan/ 1. Keseimbangan (at- tawazun) dalam
l Temuan kontrak/  akad  pembiayaan
muidharabal

4. Manfaat Penulisan

Secara teoritis, hasil penulisan yang dilakukan ini di-
harapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan
serta wawasan berfikir mengenai prinsip keseimbangan
serta memahami nilai-nilai hukum Islam bagi para pihak
dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam
akad pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah.

Seca._m praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat
membenlgan masukan dan konstribusi yang berkaitan
dengan prinsip keseimbangan (at- tawazin) dalam kontrak/
akad pembiayaan mudharabah.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor yvang penti
dalam penulisan ilmiah. Suatu karya iﬁighﬁaﬁg
mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah ter-
sebut dapat mendekati suatu kebenaran yang
sesungguhnya.
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Menurut Peter Machmud Marzuki* metode penulisan
adalah sebagai proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan juga untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai
preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana
menemukan atau memperoleh sesuatu, atau menjalankan
suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan
juga metode tersebut merupakan cara utama untuk
mencapai tujuan. Adapun metode penulisan yang
dipergunakan adalah sebagai berikut :

Jenis penulisan buku ini adalah penulisan hukum
normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang
memberikan gambaran mengenai kebenaran hukum
melalui analisis terhadap substansi hukum yang berkaitan
dengan masalah pertama, adanya hubungan hukum antara
bank dengan nasabah dalam pembiayaan mudharabah.
Maksud dari penulisan hukum yaitu mencari kebenaran
hukum yang terdapat dalam hukum positif.*

Mengenai isi ketentuan hukum positif adalah
mengenai ketentuan hukum yang berlaku atau diistilahkan
dengan dogmatika hukum, yakni anggapan bahwa
ketentuan hukum itu sebagai suatu pernyataan atau
keputusan yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya
suatu dogma. Metode yang digunakan untuk mengung-
kapkan kebenaran hukum adalah metode penafsiran, yakni
suatu cara untuk mengungkapkan kebenaran dengan
mengukur kesesuaian isi ketentuan hukum berdasarkan

@ pPoter Mahmud Marzuki , 2005, Penulisan Hukum, Jakarta: Prenada

Media Group, Hlm.35
" FSugeng, 2007, Penulisan Hukunt Ganda, Yogyakarta, Him.31-47.
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prinsip gramatikal, obyektif, prinsi i i
e geﬁktﬁjtas_ﬂ yektif, prinsip konsistensi dan

Untuk mendapatkan kesahihan/ validitas dalam
penulisan buku ini digunakan metode yuridis empiris
dimana data primer digunakan sebagai data pelengkap
dalam studi penulisan hukum. Mengungkapkan kebena-
ran dalam pembentukkan hukum positif, dalam hal ini
adalah kajian mengenai realisasi ketentuan hukum positif
m!anjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Kajian
ini bertujuan untuk mencari kebenaran pembentukkan
hukum positif berdasarkan kenyataan dalam kehidupan
masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut.®

Metode induktif, yakni cara pengungkapan kebenaran
dgngan mengukur kesesuaian ketentuan hukum yang
dibuat (genus) dengan peristiwa yang dijadikan dasar bagi
penetapan hukum yang dibuat. Sebagaimana permasa-
Iahajn kedua yakni, bagaimana implementasi prinsip
keseimbangan dalam hubungan hukum antara bank dan
nasabah dalam akad pembiayaan mudharabal.

Pertanyaan ini dijawab dengan melihat contoh akad/
kontrali: pembiayaan mudharabah. Dengan melihat
kesesuaian dan pengaturan dalam peraturan perundang-
undangan perbankan syariah, peraturan bank Indonesia
serta fatwa dewan syariah. Diharapkan dapat ditemukan

implementasi prinsip keseimbangan dal
antara bank dan nasabah. 3 (i

Pada penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan
yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau
jawaban mengenai isu hukum yang dicoba untuk dicari

* Thid, HIm.32,
# Ibid, Hlm.36.
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jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan
hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual yakni pandangan yang berkaitan
dengan mudharabah serta hubungan hukum dalam
kontrak/akad pembiayaan mudharabah.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang,
regulasi, PBI, Fatwa DSN. Pendekatan undang-undang
akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempe-
lajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-
undang dengan undang-undang lainnya atau antara
undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara

_ Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indone-

sia atau antara regulasi dan undang-undang.®

Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual ap-
proach) ialah pendekatan yang berkaitan dengan panda-
ngan yang berkaitan dengan mudharabah serta pandangan
dalam ilmu hukum serta hubungan hukum dalam
kontrak/akad pembiayaan mudharabah. Dengan mem-
pelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang
berkembang, penulis akan menemukan ide-ide yang
melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan
asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut
merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun
suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang
dihadapi.™

Melakukan analisis dan memahami konsep
mudharabah sebagai produk pembiayaan dalam perbankan

% Peter Mahmud Marzuki , 2005, Opcit, Jakarta: Prenada Media
Group, Him.93.
* Ibid, hlm.95
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syariah. Menganalisis serta memahami prinsip kehati-
hatian dalam kegiatan usaha perbankan syariah, konsep
kemaslahatan serta keadilan dan keseimbangan dalam
hubungan kontrak.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini
adalah data sekunder. Data sekunder dilakukan dengan
kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum berupa
norma atau kaidah yang terdiri atas asas-asas hukum dan
nilai-nilai hukum.

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatn resmi
atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan
putusan hakim®, dalam hal ini adalah:
1) KUHPerdata

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah

4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun
2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

5) PBI NO.9/19/PB1/2007 Tentang Pelaksanaan
Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan
Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa
Bank Syariah

6) PBI NO.10/16/PBl1/2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan BI NO.9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksa-
naan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghim-

“ Thicd, Him. 141
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punan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan
Jasa Bank Syariah

7) PBI NO.10/18/ PBI/2008 Tentang Restrukturisasi
Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha
Syariah

#) PBl NO.10/17/PBI1/2008 Tentang Produk Bank
Syariah Dan Unit Usaha Syariah

9) PBI NO.13/23/PBI1/2011 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan
Unit Usaha Syariah

[HPBl NO.13/9/PB1/2011 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia NO.10/18/PBI/2008
Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank
Gyariah Dan Unit Usaha Syariah

11)Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN-
MUI/TV /2000 Tentang Pembiayaan Mudharabal,

b Bahan Hukum Sekunder,
Pahan hukum sekunder meliputi semua publikasi
fentang hukum yang bukan merupakan dokumen
resimi, Publikasi tenang hukum ini meliputi buku-buku
fehs, skripsi, tesis, disertasi, kontrak.

o Balun Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap .bahan huium
primer dan sekunder yakni kamus, ensiklopedia.

Arlisis Bahan Hukum menjadi sebuah proses yang
Jarun dilalui dalam rangka menemukan jawaban darl
Jshirk per masalahan yang ditulis. Analisa data dll_akukan
dipgan cara pengumpulan data sekunder yakni bahan

-r -, S —————
B Nowrjono Sockanto, 2007, Pengantar Penulisan Hukum, Jakarta, Ul
Pywsa, 111im 52
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hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier serta
metode pendekatan kualitatif.

BAB 11
KARAKTERISTIK DAN FUNGSI
HUKUM ISLAM DALAM
KEGIATAN PERBANKAN
SYARIAH

|, Hukum Islam dalam Pandangan Para Pakar

Hukum Islam merupakan bagian dan bersumber dari
Agama Islam serta sebagai hukum yang bersumber dari
Agama Islam, Hukum Islam adalah sebagai sistern yang
mempunyai istilah syarin! dan figgih. Syariat atau disebut
g sebagai syariah secara harfiah memiliki arti jalan ke
siimber (mata) air yakni jalan lurus yang diikuti oleh setiap
wrang, lslam. Secara istilah pengertian syariah menurut
Mahmud Syaltut adalah hukum-hukum dan aturan-aturan
vang telah ditetapkan oleh Allah, Swt yang ditujukan bagi
segenap hamba-Nya untuk diikuti.®

Menurut Yusuf al-Qardhawi, syariah adalah hukum-
hukiim yang tetap yang disyariatkan oleh Allah, Swt
melalui dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur’an dan
sunnal dan hal-hal yang merupakan cabang darinya
soperth jma, Qiyas, Maslahah Mursalah serta dalil-dalil

¥ Ouhlan Tamein, 2007, Filsafl Hikum Tslam, UIN Malang Press,
Malang, Him.o

B Hyaltut Mahmud, o, Al Talain: Akidah wa Syari'ah, Dar al-Qalam,
F il 20
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baik dan azas kebebasan berkontrak yang menempat-
kan para pihak secara seimbang (at-fawazun) terhadap
hak dan kewajiban dari tahap proses pembuatan/
pembentukkan akad (pra kontrak) sampai tahap
pelaksanaan akad (tahap kontraktual), Adapun dalam
hal ini ditunjukkan dengan memberikan kesempatan
bagi nasabah/ mudharib melakukan negoisasi terhadap
penentuan nisbah bagi hasil.
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